BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis tetapi di lokasi/tempat lain yaitu :
1. “Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu”. Penulis : Fuad Rizaldy, Sastrio, Hajar Anna Patunrangi (2020)
Penelitian didasarkan pada masalah yaitu dalam proses pelayanan pembuatan Akta Kematian yang memakan waktu yang relatif lama dan prosedur yang tidak jelas. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kualitas pelayanan publik yang ada di Dinas Kependuduksn dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teori yang digunakan sebagai ‘pisau analisis’ adalah teori kualitas pelayanan oleh Parasuraman dan Berry (1999). Hasil penelitian yaitu Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk indikator Tangibles belum maksimal.
2. [bookmark: _GoBack]“Kualitas Pelayanan Penerbitan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi”. Penulis : Irsam Januardi (2019)
Penelitian didasarkan pada masalah yaitu kurangnya kemampuan petugas pelayanan tanggung jawab dari petugas dan keadilan perilaku dalam pelayanan, serta keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam pelayanan penerbitan akta kematian. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan akta kematian. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, sedangkan teori yang digunakan sebagai ‘pisau analisis’ adalah teori kualitas tentang pelayanan masyarakat dari Tjiptono (2006). Hasil penelitian yaitu kualitas pelayanan penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
3. “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi” Penulis : Dede Rika, Dian Purwanti, Rijal Amirulloh (2022)
Penelitian didasarkan pada masalah yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan kegunaan dan pentingnya memiliki akta kematian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas pelayanan pembuatan akta kematian di Dinas Kependuduksn dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif deskriptif, sedangkan teori yang digunakan sebagai ‘pisau analisis’ adalah teori model efektivitas Duncan. Hasil penelitian yaitu masyarakat sudah cukup sadar akan kegunaan dari akta kematian tersebut, hanya masyarakat tidak langsung melaporkan kematian nya karena berbagai kendala baik dari individua tau pun faktor lain nya.
4. “Implementasi Program Pembuatan Akta Kematiann di Kecamatan Tugu Kota Semarang”. Penulis : Dena Laras, Hardi Warsono (2018).
Penelitian didasarkan pada masalah yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kegunaan akta kematian. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis capaian dari program pencatatan akta kematian serta menjelaskan regulasi tersebut serta mendiskripsikan faktor penghambat implementasi program pencatatan akta kematian di Kecamtan Tugu Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teori yang digunakan sebagai ‘pisau analisis’ adalah teori Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards (Winarno, 2012). Hasil penelitian yaitu implementasi program pembuatan akta kematian cukup baik, namun bila dilihat dari konteks implementasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang belum dapat menjalankan kebijakan program pembuatan akta kematian dengan baik yang disebabkan terbatasnya jumlah SDM yang menangani akta kematian sehingga dapat menghambat pelaksanaan implementasi pembuatan akta kematian.
5. “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon”. Penulis : Endah Septiani (2021).
Penelitian didasarkan pada masalah yaitu Masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dan tujuan dibuatnya Akta Kematian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hambatan dalam pembuatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Metode penelitian menggunakan metode penelitian Kualitatif dan sifatnya deskriptif analitik, sedangkan teori yang digunakan sebagai ‘pisau analisis’ adalah teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Seers (1997). Hasil penelitian yaitu kualitas pelayanan penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Penelitian terdahulu tersebut serta perbedaannya dengan penelitian penulis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

	No 
	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Lembaga, Tahun
	Persamaan dengan Penelitian Penulis
	Perbedaan dengan Penelitian Penulis

	1.
	“Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu”. 
Fuad Rizaldy, Sastrio, Hajar Anna Patunrangi.
Pascasarjana Universitas Tadulako
(2020).
	a. Menganalisis administrasi kependudukan akta kematian.
b. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif deskriptif.
	a. Lokasi dan waktu penelitian, penulis melakukan penelitian di Disdukcapil Kabupaten Kuningan. Sedangkap peneliti terdahulu dilakukan di Disdukcapil Kota Palu

	2.
	“Kualitas Pelayanan Penerbitan Akta Kematian Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi”.
Irsam Januardi 
Universitas Islam Riau
(2019)
	a. Menganalisis administrasi kependudukan akta kematian.
b. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif deskriptif.
	a. Lokasi dan waktu penelitian, penulis melakukan penelitian di Disdukcapil Kabupaten Kuningan. Sedangkap peneliti terdahulu dilakukan di Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi

	3.
	“Efektivitas Pelayanan Pembuatan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi”
Dede Rika, Dian Purwanti, Rijal Amirulloh 
Universitas Muhamadiyah Sukabumi
(2022). 
	a. Menganalisis administrasi kependudukan akta kematian.
b. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif deskriptif.
	a. Lokasi dan waktu penelitian, penulis melakukan penelitian di Disdukcapil Kabupaten Kuningan. Sedangkap peneliti terdahulu dilakukan di Disdukcapil Kabupaten Sukabumi

	4.
	“Implementasi Program Pembuatan Akta Kematiann di Kecamatan Tugu Kota Semarang” 
Dena Laras, Hardi Warsono
Universitas Diponegoro
(2018)
	a. Menganalisis administrasi kependudukan akta kematian.
b. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif deskriptif.

	a. Lokasi dan waktu penelitian, penulis melakukan penelitian di Disdukcapil Kabupaten Kuningan. Sedangkap peneliti terdahulu dilakukan di Disdukcapil Kecamatan Tugu Kota Semarang

	5.
	“Efektivitas Pelayanan Pembuatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon”
Endah Septiana
(2021)


	a. Menganalisis administrasi kependudukan akta kematian.
b. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif deskriptif.

	a. Lokasi dan waktu penelitian, penulis melakukan penelitian di Disdukcapil Kabupaten Kuningan. Sedangkap peneliti terdahulu dilakukan di Disdukcapil Kota Cirebon



Berdasarkan tabel 2.1 pembaharuan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu :
1. Penelitian penulis secara empiris berbeda locus atau lokasinya yaitu di Kabupaten Kuningan.
2. Penelitian terdahulu tentang pelayanan akta kematian sudah banyak dilakukan tetapi sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian tentang pelayanan pembuatan akta kematian yang menggunakan teori pelayanan publik menurut Fitzsimmons seperti penelitian penulis.
2.2 Tinjauan Pustaka
2.2.1 Pelayanan Publik
      Kita semua memahami bahwa layanan atau pelayanan (service) berasal dari orang-orang, bukan dari instansi atau perusahaan. Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha pada kegiatan yang sifatnya jasa. Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan dalam rangka membantu untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh orang lain.
Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan guna mencakup kebutuhan pelayanan. Rangkaian kegiatan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Menurut Rasyid dalam (Hardiyansyah, 2018) Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Sinambela dalam (Mustanir, 2022) pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian proses yang dilakukan guna mencakupi kebutuhan pelayanan masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Pelayanan publik sendiri dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Sinambela (2019:7-8) terdapat lima indikator pelayanan publik yaitu :
1. Reliability, yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar.
2. Tangibles, ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
3. Responsiveness, ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat.
4. Assurance, ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.
5. Emphaty, ditandai dengan tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Indikator-indikator pelayanan publik tersebut selain dapat menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik, juga dapat menciptakan suasana pola interaksi yang baik antara masyarakat dengan birokrat yang dapat dilihat dari adanya tingkat perhatian terhadap etika dan moral dari birokrat untuk memberikan pelayanan.
2.2.2 Asas-Asas Pelayanan Publik
Bahwa pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraanya secara niscaya membutuhkan asas-asas pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik. 
Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 sebagai berikut: 
1. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadaiserta mudah dimngerti.
1. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
1. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
1. Partispatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
1. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. 
1. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing – masing pihak.
2.2.3 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik
      Prinsip-prinsip pelayanan umum dalam (Mulyawan, 2016:37) menurut Keputusan  Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut;
1) Kesederhanaan; Prosedur   pelayanan  publik   tidak   berbelit-beli, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2) Kejelasan; 1. Persayaratan taknis dan administratif pelayanan publik; 2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesain keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;  3.  Rincian  biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3) Kepastian waktu; pelakasnaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4) Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5) Keamanan;  Proses  dan  produk  pelayanan  publikmemberikan  rasa aman dan kepastian hukum.
6) Tanggung jawab; Pimpinan penyelanggaraan pelayanan publik atau pejabat  yang  ditunjuk  bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7) Kelengkapan  sarana   dan  prasarana   kerja,   peralatan  kerja   dan mendukung  lainnya  yang  memadai  termasuk  penyedihan  sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika (teletematika).
8) Kemudahan Akses; Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang   memadai,   mudah   dijangkau   oleh   masyrakat   dan   dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi.
9) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; Pemberi pelayanan harus bersikap  dsiplin,   sopan  dan  santun,   ramah,   serta  memberikan pelayanan dengan iklas.
10) Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah  dan  sehat,  serta  dilangkapi  dengan  fasilitas  pendukukng pelayanan.
2.2.4 Unsur Pelayanan Publik
      Menurut Bharata dalam (Rahmadana dkk, 2020:4-5) terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:
1) Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu  kepada   konsumn,   baik   berupa   layanan  dalam  bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
2) Penerima  layanan,  yaitu  mereka  yang  disebut  sebagai  konsumen (customer) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
3) Jenis  layanan,  yaitu  layanan  yang  dapat  diberikan  oleh  penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus   mengacu  pada  tujuan  utama  pelayanan,   yaitu  kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang  diperoleh para pelanggan  itu  biasanya sangat  berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.
2.2.5 Akta Kematian
      Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk Akta Kematian. Menurut Poerwadarminta (2014: 19), Akta Kematian merupakan surat keterangan tentang orang yang meninggal. Secara umum, Akta Kematian merupakan akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan secara pasti mengenai kematian seseorang.
Akta Kematian berfungsi sebagai bukti hukum atau legalitas bahwa seseorang  benar  telah  meninggal  dunia.  Fungsi  lainnya  adalah  untuk validasi data kependudukan, agar seseorang yang sudah meninggal tidak masuk lagi dalam database kependudukan. Hal ini juga berguna sebagai pencegahan agar data orang yang meninggal dunia tidak disalahgunakan.

Akta  Kematian  penting  sebagai   data  statistik,  digunakan  untuk memantau  penyebab  kematian,  angka  harapan  hidup  masyarakat,  serta sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  penetapan  kebijakan  pembangunan lainnya. Sedangkan  bagi  masyarakat Akta Kematian diantaranya bermanfaat untuk (Golfa, 2019):
1) Memenuhi  persyaratan  dalam  kepengurusan  pembagian  waris  bagi keluarga
2) Sebagai persyaratan untuk menikah lagi bagi janda atau duda, terlebih bagi Pegawai Negeri
3) Persyaratan dalam mengurus pensiunan
4) Persyaratan mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, atau asuransi lainnya.
    Persyaratan pembuatan Akta Kematian secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, diantaranya: 
1. Mengisi formulir Pelaporan Pencatatan Sipil “kematian” khusus program PASTI
1. KTP-el asli yang MD dan istri/suami almarhum
1. Kartu Keluarga asli
1. Fotocopy surat nikah
5) Surat keterangan kematian asli dari pihak yang berwenang.

2.3 Kerangka Pemikiran
2.3.1 Definisi Pelayanan Publik
Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan dalam rangka membantu untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh orang lain. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan guna mencakup kebutuhan pelayanan. Rangkaian kegiatan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
      Menurut Rasyid dalam (Hardiyansyah, 2018) Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.
Menurut Sinambela dalam Alfrida (2019) menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Dalam pengertian tersebut menekankan bahwa pelayanan publik berarti pemerintah sebagai penyelenggara negara harus bisa mencukupi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Sarana dan prasarana umum yang memadai, dan lain sebagainya. 
Dari penjelasan teori mengenai pelayanan publik di atas dapat dikaitkan dengan kerangka pemikiran penulis bahwa pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha pada kegiatan yang sifatnya jasa. Seperti pada pelayanan pembuatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Pelayanan pembuatan akta kematian tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu melalui offline dengan datang langsung ke Dinas dan melalui online dengan mengakses website yang telah dibuat oleh Dinas. Pelayanan secara online ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan akta kematian. Hal tersebut merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembuatan akta kematian dan dapat meingkatkan pelayanan dalam pembuatan akta kematian sesuai dengan tujuan pelayanan publik.

Menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Sinambela (2019: 7-8) terdapat lima indikator pelayanan publik yaitu :
1. Reliability, yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar.
2. Tangibles, ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
3. Responsiveness, ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat.
4. Assurance, ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.
5. Emphaty, ditandai dengan tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

      Indikator-indikator pelayanan publik tersebut selain dapat menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik, juga dapat menciptakan suasana pola interaksi yang baik antara masyarakat dengan birokrat yang dapat dilihat dari adanya tingkat perhatian terhadap etika dan moral dari birokrat untuk memberikan pelayanan.








Peraturan Presiden No. 25 tahum 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(INPUT)


Pelayanan publik menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Sinambela (2019:7-8)
1. Tangibles 
2. Reliability
3. Responsiveness
4. Assurance
5. Emphaty

Pelayanan Pembuatan Akta Kematian Di Disdukcapil Kabupaten Kuningan
(PROCESS)
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Pembuatan akta kematian Di Disdukcapil Kabupaten Kuningan Efektif
(OUTPUT)
Pembuatan akta kematian Di Disdukcapil Kab Kuningan 
belum efektif
 (OUTPUT)



Faktor Pendukung
1. Sarana dan prasarana memadai.
2. Tersedianya pelayanan secara online.
3. Pelayanan tidak dipungut biaya
Faktor Penghambat
1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kematian.
2. Masyarakat belum memahami prosedur pengajuan.
3. Jumlah SDM terbatas.
4. Keandalan petugas belum optimal.




Upaya untuk mengatasi pelayanan pembuatan akta kematian yang belum efektif
1. Sosialisasi melalui DMM (Dukcapil Menyapa Masyarakat) terkait pentingnya dokumen akta kematian.
1. Sosialisasi secara merata dengan meminta kerjasama dengan pihak-pihak tertentu.
1. Saling bantu-membantu dalam penyelenggaraan pelayanan untuk mengatasi kekurangan jumlah SDM.
1. Meningkatkan kualitas kerja petugas pelayanan melalui Dukcapil belajar

Terciptanya kepuasan masyarakat dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kematian di DISDUKCAPIL Kabupaten Kuningan
 (OUTCOME)







Gambar 2.3
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Penelitian Terdahulu


 


Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa 


penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis tetapi di 


lokasi/tempat lain yaitu :


 


1.


 


“Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kematian 


pada Dinas 


Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu


”. 


Penulis : 


Fuad 


Rizaldy, Sastrio, Hajar Anna Patunrangi


 


(2020)


 


Penelitian didasarkan pada masalah yaitu dalam proses pelayanan 


pembuatan Akta Kematian yang 


memakan waktu yang relatif lama dan 


prosedur yang tidak jelas. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis 


kualitas pelayanan publik yang ada di Dinas Kependuduksn dan Pencatatan 


Sipil Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan 


pendekatan desk


riptif, sedangkan teori yang digunakan sebagai ‘pisau 


analisis’ adalah teori kualitas pelayanan oleh Parasuraman dan Berry 


(1999). Hasil penelitian yaitu Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan 


dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk indikator Tangibles belum m


aksimal.


 


2.


 


“Kualitas Pelayanan Penerbitan Akta Kematian oleh Dinas 


Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi”. 


Penulis : 


Irsam Januardi


 


(2019)


 


 




25     BAB II   TINJAUAN PUSTAKA DAN   K ERANGKA PEMIKIRAN   2.1   Penelitian Terdahulu   Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa  penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis tetapi di  lokasi/tempat lain yaitu :   1.   “Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kematian  pada Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu ”.  Penulis :  Fuad  Rizaldy, Sastrio, Hajar Anna Patunrangi   (2020)   Penelitian didasarkan pada masalah yaitu dalam proses pelayanan  pembuatan Akta Kematian yang  memakan waktu yang relatif lama dan  prosedur yang tidak jelas. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis  kualitas pelayanan publik yang ada di Dinas Kependuduksn dan Pencatatan  Sipil Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan  pendekatan desk riptif, sedangkan teori yang digunakan sebagai ‘pisau  analisis’ adalah teori kualitas pelayanan oleh Parasuraman dan Berry  (1999). Hasil penelitian yaitu Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk indikator Tangibles belum m aksimal.   2.   “Kualitas Pelayanan Penerbitan Akta Kematian oleh Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi”.  Penulis :  Irsam Januardi   (2019)  

 

